Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

;%{\i:‘\

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

b

<3

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ % /SK/KP.04.5/2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
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MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Pontianak, maka dipandang perlu
membentuk Tim Kerja yang dapat merencanakan, melaksanakan program,
kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan (6 Komponen Pengungkit) mulai dari
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Bahwa untuk memenuhi hal tersebut di atas, maka perlu ditunjuk pejabat/pegawai
di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak yang dianggap mampu dalam
melaksanakan tugas-tugas secbagai Tim Kerja Dalam Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani (Wbbm) pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Undang — undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;:

Undang — undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011
tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI; ‘

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN
TINGGI PONTIANAK.
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Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran
keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Pengadilan Tinggi Pontianak.

Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud calam Diktum Kesatu adalah :

a.

Membuat dokumen Rencana Aksi/Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM vang didalamnya terdiri dari kegiatan. kapan dimulai,
lama pengerjaan, dan target yang akan dicapai berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum:

Melaksanakan proses perubahan sesuai Rencana Aksi/Rencana Kerja, dan
melampirkan dokumentasi setiap pengerjaan kegiatan;

Melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi
Pontianak tentang pembangunan zona integritas;

Memberikan dukungan berupa saling koordinasi pada masing-masing unit kerja;

Melaksanakan analisa dan evaluasi pada masing-masing Rencana Aksi/Rencana
Kerja yang terlaksana atau tidak:

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKANDI : PONTIANAK
PADA TANGGAIL : 20 FEBRUARI 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,
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SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

PEMBINA . H. AMIRYAT, S.H.,M.H.
KETUATIM : Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H. M.H.
SEKRETARIS TIM ;1. M.A.MUJAHID, S H.,M.H.

2. Drs. TAJUDIN NUR, S.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

SYAMSUL QAMAR, S.H.M.H.

JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.
NURPIAH, S.Sos.

SUBARI, S.H.

ST. NINA MAULIA, S.T.

SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.

AREA1
MANAJEMEN PERUBAHAN

R

H. SUNARYO WIRYO, S.H.
RONIUS, S.H.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.
SAWARDI, S.H.,M.H.
ZULNIDA, ST.

RIKA PUTRI ANDRIANI, A.Md.
ANDRY MAHBUB, S.E.

AREA 11
PENATAAN TATA LAKSANA

e

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.
HARTOMO, S.H.

TINUK KUSHARTATI, 5.H.
RAHANIA, 5.Kom.

FADIYAH, S.E.

HAIFA, S.E.

ENI TARIATI, A.Md.

AREA I
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM

R

H. SUDARWIN, S.H.M.H.
BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.
ANDI SURYA NUSA, S.H.,M.Si.
FRANK PESSY, S.H.M.H.
SAMZA JANUARDI, S.T.
ZULKARNAIN, S.Kom.

EKA FITRIYANI, S.E.

AREA 1V
PENGUATAN
AKUNTABILITAS KERJA

R G

AREAV
PENGUATAN PENGAWASAN

HENDRA SITUMORANG, S.H.
ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.Hum.
APRIANTL S.H.

MARDANIS, S.H.

DJIAMIATUL ICHWAN, S.H.
MAYSAROH, S.H.

DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom,

R

AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

H. YULMAN, S.H.M.H.

ABSORO, S.H.

NETTA KUSUMAHATY, S.H,M.H.
TULUS SUWARSO, S.H.

KASDIN NAPITUPULU

SISKA, S.E.

TEOFILUS HERTSASWARI, S.E..M.Ak.
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWAB
KETUA
SEKRETARIS TIM

ANGGOTA TIM PENILALI
INTERNAL (TPI)

ANGGOTA TIM UNIT
PENGGERAK

ANGGOTA TIM UNIT
PEMBANGUNAN
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H. AMIRYAT, S H.M.H.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH. M.H.
M.A. MUJAHID, S.H.,M.H.

Drs. TAJUDIN NUR. S.H.

JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si,M.H.
(KOORDINATOR)
BINTORG WIDODO, S.H.

SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.

FX. WO SANTOSO, S.H. M.Hum.
(KOORDINATOR)

H. YULMAN, S.H.,M.H.
SYAMSUL QAMAR. S.H.MH.
BARITA L. SARAGIH, S.H.,LLM.
DONNA H. SIMAMORA, S.H.
TINUK KUSHARTATI, S.H.
SUBARI, S.H.

ZULKARNAIN, S.Kom.

ST. NINA MAULIA, S.T.

H. SUNARYO WIRYO, S.H. M.H.
(KOORDINATOR)

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.
RONIUS, S.H.

HARTOMO, S.H.

ANDI SURYA NUSA, S.H. M.Si.
TEOFILUS HERI SASWARI, S.E.,M.Ak.
DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.
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